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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 
2024 adalah suatu kebijakan, kegiatan dan program pembangunan baik 
yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota 

Sabang maupun dengan partisipasi masyarakat Kota Sabang. Program 
dan Kegiatan sebagaimana yang dimaksud meliputi program dan kegiatan 

yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan 
kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas 

Pertanian dan Pangan Kota Sabang. 
Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 

2024 dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk 
menentukan prioritas kegiatan pembangunan. 

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi 
yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi 
pelaksanaan pembangunan Daerah tahun sebelumnya. Musrenbang 
berfungsi untuk forum yang menghasilkan kesepakatan antar pelaku 

pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD yang menitik 
beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, 

program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan 
pembangunan Kota Sabang. 

Dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian, 
peternakan, perkebunan dan hortikultura tujuan yang ingin dicapai 
harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang 

akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga 
menghasilkan ouput program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. 

Perencanaan pembangunan ditetapkan dengan orientasi tertentu dan 
selanjutnya tahapan dirumuskan sesuai dengan tujuan. Dinas Pertanian 

dan Pangan Kota Sabang memerlukan sistem perencanaan secara 
simultan yang mempertimbangkan faktor kondisi riil wilayah/daerah, 
anggaran, kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. 

Penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja diarahkan pada 
perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan kemampuan yang dimiliki oleh SKPK Dinas Pertanian dan Pangan 
Kota Sabang untuk melaksanakan tugas serta pekerjaan percepatan 

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian, peternakan, 
perkebunan dan ketahanan pangan secara lebih maju dan berkelanjutan. 

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan 

daerah karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka 
menengah (RPK dan RENSTRA SKPD) ke dalam rencana program dan 

penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi 

Rencana … 
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Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit 

dan terukur.  
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan 

Kota Sabang Tahun 2024 menggunakan acuan yang tercantum dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  
Rencana Satuan Kerja Perangkat Kota Dinas Pertanian dan Pangan 

Kota Sabang direncanakan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) yang 
memuat  “Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 serta Capaian 

RENSTRA SKPK, Analisis Kinerja Pelayanan SKPK, Isu-Isu Penting 
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK, Review Terhadap Rancangan 
Awal RKPK serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat”. 

Proses penyusunan Dokumen RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 
2024 juga didasarkan pada RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 

2023-2026, yang merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan 
Kota Sabang.  Dengan demikian diharapkan dokumen RENJA Dinas 

Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 2024 ini juga sesuai dan 
mendukung prioritas pembangunan pada tingkat Provinsi maupun di 
tingkat nasional. 

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 
2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas 
Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 2024 yang kemudian 

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan disahkan sebagai dokumen 
APBD Kota Sabang yang ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan 
Kota Sabang menggunakan landasan hukum sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di 

Propinsi Sumatera Utara; 
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

f. Peraturan … 
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f. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 
2022; 

j. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-
2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4); 

k. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah 

Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Sabang Nomor 17); 

l. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, telah diubah dengan 
Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019; 

m. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Kota Sabang Tahun 2016 nomor 
39); 

n. Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026; 
o. Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana 

Strategis (RENSTRA) Kota Sabang Tahun 2023-2026; 
p. Peraturan Walikota Sabang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2024 (Berita Daerah No.17 

Tahun 2023). 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman dan 
acuan dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan Dinas Pertanian 

dan Pangan Kota Sabang dalam kurun waktu satu tahun yang akan 
datang, sehingga arah dan tujuan pembangunan sektor pertanian, 

peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan Kota Sabang dapat 
konsisten dan berkesinambungan. Dimana Rencana Kerja ini telah 
disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota 

Sabang Tahun 2023-2026. 
Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun 
sebelumnya dan Capaian RENSTRA SKPK Dinas Pertanian dan 

Pangan Kota Sabang 
b. Menganalisis kinerja pelayanan SKPK Dinas Pertanian dan Pangan 

Kota Sabang dalam rangka mendukung Rencana Kerja 

Program/Kegiatan yang ingin dicapai 

c. Merumuskan … 
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c. Merumuskan isu-isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas 

dan fungsi serta kewenangan SKPK Dinas Pertanian dan Pangan 
Kota Sabang 

d. Melakukan review terhadap Rencana Awal RKPK pada tahun yang 
akan datang. 

e. Menelaah usulan Program/Kegiatan Masyarakat agar dapat di 

lakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan 
Pangan Kota Sabang ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang agar substansi 
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1. Latar Belakang  
1.2. Landasan Hukum   
1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN 

DAN PANGAN KOTA SABANG TAHUN 2022 
Bagian ini menjelaskan mengenai review terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 
Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian dan Pangan 

Kota Sabang Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Dinas 
Pertanian dan Pangan Kota Sabang        

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota 
Sabang         

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 
Pertanian dan Pangan Kota Sabang 

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPK Dinas Pertanian dan 

Pangan Kota Sabang 
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA 
SABANG 

Bagian ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan 
nasional, tujuan dan sasaran RENJA Dinas Pertanian dan 
Pangan Kota Sabang serta program dan kegiatan. 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) 

3.3 Program dan Kegiatan 
BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Bagian ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan 
program dan kegiatan pada  Dinas Pertanian dan Pangan Kota 
Sabang Tahun 2024. 

BAB V  PENUTUP 
Bagian ini berisi uraian penutup, yaitu: catatan penting untuk 

diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 
ketersediaan anggaran beserta rencana tindak lanjut. 

 

  

BAB II … 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 

KOTA SABANG TAHUN 2022 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 
Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kota 

Sabang 

Tahun 2022 merupakan tahun ke-5 dari lima tahun masa 

pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kota Sabang Periode 
2017-2022 sebagaimana telah dituangkan dalam RPJM Kota Sabang dan 
RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Tujuan evaluasi 

pelaksanaan RENJA dan pencapaian RENSTRA Dinas Pertanian dan 
Pangan Kota Sabang adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana 

kemampuan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dalam 
melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi 

pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA serta 
hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 

Target Capaian Kinerja Program Rencana Kerja tersebut 

sebagaimana yang tercantum di dalam RKA-APBK dan DPA APBK Tahun 
2022 telah selesai dilaksanakan. Adapun jumlah pagu anggaran Dinas 

Pertanian dan Pangan Kota Sabang pada tahun 2022 adalah sebesar 
Rp14.261.322.500 kemudian pada saat pergeseran anggaran jumlah 

pagu berubah menjadi Rp14.411.368.165,- dengan realisasi capaian 
kinerja program sebesar Rp12.710.655.459,-  atau sekitar 88,20% dari 
total anggaran yang tersedia dan rasionalisasi anggaran sebesar 

Rp553.487.480,42,- atau sekitar 3,88% dari jumlah pagu anggaran 
setelah pergeseran. 

Rincian realisasi target program kegiatan Dinas Pertanian dan 
Pangan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel. 2.1 dan tabel 2.2 (T-C.29) 

berikut : 

Tabel 2.1 … 
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Tabel 2.1 

Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 

No Nama Program/Kegiatan Anggaran (Rp) 
Anggaran 

Pergeseran (Rp) 
Realisasi (Rp) 

Persen 

tase (%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8.848.338.239,00 8.848.338.239,00 8.282.882.080,00 93,61 

 a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.999.928,00 4.999.928,00 4.4849.718,00 97,00 

 b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.999.185,00 4.999.185,00 4.948.975,00 99,00 
 c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

3.499.720,00 3.499.720,00 3.029.720,00 86,57 

 d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.499.650,00 11.499.650,00 10.859.440,00 94,43 
 e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.127.008.820,00 8.127.008.820,00 7.655.947.509,00 94,20 

 f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.840,00 2.499.840,00 2.499.840,00 100,00 

 g. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.499.840,00 2.499.840,00 2.499.840,00 100,00 
 h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.998.183,00 5.998.183,00 5.998.139,00 100,00 

 i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.503.942,00 88.503.942,00 26.668.711,00 30,13 

 j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.999.680,00 19.999.680,00 19.999.680,00 100,00 
 k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 

 l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.978.000,00 159.978.000,00 156.450.911,00 97,80 

 m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 
 n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.398.600,00 84.398.600,00 72.824.520,00 86,29 

 o. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.884.100,00 4.884.100,00 0,00 0,00 

 p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.584.351,00 163.584.351,00 160.807.207,00 98,30 

 q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

89.994.400,00 89.994.400,00 88.909.870,00 98,79 

 r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.999.750,00 39.999.750,00 32.598.000,00 81,50 

 s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

19.990.250,00 19.990.250,00 19.990.000,00 100,00 

2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 784.693.567,00 784.693.567,00 593.736.012,00 75,66 
 a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 42.899.024,00 42.899.024,00 22.609.024,00 52,70 

 b. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 68.896.571,00 68.896.571,00 24.757.306,00 35,93 

 c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal 

672.897.972,00 672.897.972,00 546.369.682,00 81,20 

3 Program Pengawasan Keamanan Pangan 82.898.708,00 82.898.708,00 26.024.258,00 31,44 

 a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

82.898.708,00 82.898.708,00 26.024.528,00 31,44 

  

4. Program … 
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1 2 3 4 5 6 

4 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1.073.109.590,00 1.073.109.590,00 794.031.862,00 73,99 

 a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 850.609.902,00 850.609.902,00 669.051.185,00 78,66 

 b. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 99.599.777,00 99.599.777,00 67.896.667,00 68,17 
 c. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 122.899.911,00 122.899.911,00 57.084.010,00 46,45 

5 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 216.539.716,00 216.539.716,00 151.505.017,00 69,97 
 a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 63.299.898,00 63.299.898,00 2.271.818,00 3,59 

 b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian 

Lainnya 

153.239.818,00 153.239.818,00 149.233.199,00 97,39 

6 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

1.423.698.681,00 1.573.732.056,00 1.417.297.150,00 90,06 

 a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 1.098.699.838,00 1.098.687.788,00 1.035.611.982,00 94,26 

 b. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

324.998.843,00 475.044.268,00 381.685.168,00 80,35 

7 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 376.627.817,00 376.627.817,00 189.626.980,00 50,35 

 a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman 
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

79.999.645,00 79.999.645,00 58.230.324,00 72,79 

 b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan 

296.628.172,00 296.628.172,00 131.396.656,00 44,30 

8 Program Penyuluh Pertanian 1.455.428.472,00 1.455.428.472,00 1.255.512.100,00 86,26 

 a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 
Kecamatan dan Desa 

83.254.830,00 83.254.830,00 62.484.903,00 75,05 

 b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 182.543.710,00 182.543.710,00 83.655.568,00 45,83 

 c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 
Pertanian 

1.189.629.932,00 1.189.629.932,00 1.109.371.629,00 93,25 

  

Tabel 2.2 … 
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Tabel 2.2 (T-C.29) 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan  

Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kota Sabang 

SKPK : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 
(outcomes) / 

Kegiatan (output) 

Target 

Kinerja 

Capaian 
Program 

(Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 

2023) 

Realisasi 
Target 

Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d 

Tahun 

2021 

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan Tahun 

Lalu (2022) 
Target 

Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 

2023) 

Realisasi Capaian 

Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2023 

Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 

Tahun 
2022 

Realisasi 

Renja 
Perangkat 

Daerah 

Tahun 
2022 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 

(TW 2 
Tahun 

2023) 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 

Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

2    URUSAN WAJIB 
TIDAK BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

         

2 09   URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN 

         

2 09 01  Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/Kota 

(%) 

100,00 0 0 0 0 100,00 18,11 18,11 

  

2.09.01.2.01 … 
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

2 09 01 2.01 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
perencanaan 

penganggaran 

dan evaluasi 

kinerja perangkat 
daerah (%) 

100,00 0 0 0 0 100,00 26,93 26,93 

2 09 01 2.02 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
administrasi 

keuangan 

perangkat daerah 

(%) 

100,00 0 0 0 0 100,00 15,00 15,00 

2 09 01 2.06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

persentase 
ketercapaian 

pelaksanaan 

administrasi 

umum perangkat 
daerah (%) 

100,00 0 0 0 0 100,00 31,33 31,33 

2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
penyediaan jasa 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 
daerah (%) 

100,00 0 0 0 0 100,00 22,56 22,56 

  

2.09.01.2.09 … 
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
pemeliharaan 

barang milik 

daerah 

penunjang 
urusan 

pemerintahan 

daerah (%) 

100,00 0 0 0 0 100,00 12,72 12,72 

2 09 03  Program Peningkatan 
Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

skor pola pangan 
harapan (PPH) 

konsumsi (poin) 

82,70 0 0 0 0 82,70 0,00 0,00 

2 09 03 2.01 Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

dalam Rangka 

Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 

jumlah 

ketersediaan 
pangan utama 

(kg/kap) 

74,00 0 0 0 0 74,00 0,00 0,00 

2 09 03 2.04 Pelaksanaan 

Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun 
sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

jumlah produksi 

bahan pangan 

lokal pertahun 

(ton/tahun) 

200 0 0 0 0 200 0 0,00 

2 09 04  Program Penanganan 

Kerawanan Pangan 

persentase 

penanganan 

kerawanan 
pangan (%) 

27,78 0 0 0 0 27,78 0,00 0,00 

2 09 04 2.01 Penyusunan Peta 

Kerentanan dan 

Ketahanan Pangan 
Kecamatan 

jumlah dokumen 

kerawanan  

pangan 
(dokumen) 

1 0 0 0 0 1 0 0,00 

2.09.04.2.02 … 
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

2 09 04 2.02 Penanganan 

Kerawanan Pangan 

jumlah gampong 

penanganan 

kerawanan 
pangan 

(gampong) 

5 0 0 0 0 5 0 0,00 

2 09 05  Program Pengawasan 

Keamanan Pangan 

persentase 

pengawasan 

keamanan 
pangan (%) 

44,40 0 0 0 0 44,40 11,11 25,02 

2 09 05 2.01 Pelaksanaan 
Pengawasan 

Keamanan Pangan 

Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

jumlah sektor 
bahan pangan 

yang diawasi 

(jenis) 

4 0 0 0 0 4 1 25,00 

3    URUSAN PILIHAN          

3 27   URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG PERTANIAN 

         

3 27 02  Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Sarana Pertanian 

kontribusi  sektor 

pertanian 

terhadap PDRB 
(%) 

6,44 0 0 0 0 6,44 0,00 0,00 

3 27 02 2.01 Pengawasan 
Penggunaan Sarana 

Pertanian 

jumlah sarana 
pendukung 

untuk pertanian 

(unit) 

60 0 0 0 0 60 236 100,00 

3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber 

Daya Genetik (SDG) 
Hewan, Tumbuhan 

dan Mikro 

Organisme 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

jumlah 

penangkar 
benih/bibit (bibit) 

2 0 0 0 0 2 0 0,00 

  

3.27.02.2.05 … 
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

3 27 02 2.05 Pengendalian dan 

Pengawasan 

Penyediaan dan 
Peredaran 

Benih/Bibit Ternak, 

dan Hijauan Pakan 

Ternak Dalam 
Daerah Kabupaten/ 

Kota 

jumlah laporan 

peredaran bibit 

dan benih tenak 
(laporan) 

1 0 0 0 0 1 0 0,00 

3 27 02 2.06 Penyediaan 

Benih/Bibit Ternak 
dan Hijauan Pakan 

Ternak yang 

Sumbernya dalam 1 

(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Lain 

jumlah laporan 

benih/bibit 
ternak dan 

hijauan pakan 

ternak (laporan) 

1 0 0 0 0 1 0 0,00 

3 27 03  Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

persentase 

prasarana 

pertanian yang 
dapat beroperasi 

dengan baik (%) 

62,5 0 0 0 0 62,5 76,92 100,00 

3 27 03 2.02 Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

jumlah prasarana 

pertanian  (unit) 

6 0 0 0 0 6 10 100,00 

3 27 04  Program 

Pengendalian 
Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

persentase 

kesehatan hewan 
dan kesehatan 

masyarakat 

veteriner yang di 
kendalikan (%) 

2,5 0 0 0 0 2,5 0,01 0,40 

3 27 04 2.01 Penjaminan 
Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan 

Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit 

Hewan Menular 

Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

pemeliharaan 
kesehatan dan 

pencegahan 

penyakit menular 
ternak (ekor) 

7.040 0 0 0 0 7.040 548 7,78 

3.27.04.2.04 … 
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

3 27 04 2.04 Penerapan dan 

Pengawasan 

Persyaratan Teknis 
Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

jumlah sampel 

yang diuji 

(sampel) 

50 0 0 0 0 50 0 0,00 

3 27 05  Program 

Pengendalian Dan 

Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

persentase 

penanganan 

bencana 
pertanian (%) 

17,5 0 0 0 0 17,5 60,05 100,00 

3 27 05 2.01 Pengendalian dan 
Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Kabupaten/Kota 

jumlah laporan 
pengendalian dan 

penanggulangan 

Organisme 
Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) 

dan Dampak 
Perubahan Iklim 

(DPI) (laporan) 

1 0 0 0 0 1 0 0,00 

3 27 07  Program Penyuluhan 

Pertanian 

persentase 

penyuluh 

pertanian 

27,8 0 0 0 0 27,8 100,00 100,00 

3 27 07 2.01 Pelaksanaan 

Penyuluhan 
Pertanian 

total pelatihan 

(kali) 

5 0 0 0 0 5 1 20,00 

 

 

  

2.2 Analisis … 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Sabang, maka Dinas Pertanian dan Pangan 

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Sabang dibidang 
pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota Sabang melalui Sekretaris Daerah 
Kota Sabang. 

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan umum pemerintah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan 

dan ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan urusan ke tata usahaan Dinas; 
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panjang dinas; 
3. Pembinaan umum di bidang pertanian tanaman pangan 

hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, 
penyuluhan dan ketahanan pangan; 

4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin; 
5. Pelaksanaan pembinaan usaha serta penyuluhan; 
6. Pemberdayaan masyarakat petani dan peternak; 

7. Penelitian dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai keperluan  
dan kondisi lingkungan ekonomi daerah; 

8. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran; 
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang 

pertanian tanaman pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan 
hewan, perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 

10. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan unggulan di bidang pertanian 

tanaman pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, 
perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 

11. Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum pertanian tanaman 
pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, 

perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 
12. Pelaksanaan kerjasama bidang pertanian tanaman pangan 

hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, 

penyuluhan dan ketahanan pangan antar daerah dan masyarakat 
internasional; 

13. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait 
lainnya di bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, 

peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, penyuluhan dan 
ketahanan pangan; 

14. Pembinaan ketahanan pangan; 

15. Pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan; 
16. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

17. Pembinaan UPTD; dan 
18. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, 

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mempunyai kewenangan : 

1. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian 
tanaman pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, 

perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 

1. Melakukan … 
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2. Melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di 
bidang pertanian tanaman hortikulutra, peternakan dan kesehatan 

hewan, perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 
3. Melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang 

pertanian tanaman pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan 
hewan, perkebunan, penyluhan dan ketahanan pangan; 

4. Melaksanakan pembinaan bidang pertanian tanaman pangan 
hortikultura, peternakanan kesehatan hewan, perkebunan, 
penyuluhan dan ketahanan pangan; 

5. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia bidang pertanian 
tanaman pangan holtikultura, peternakan dan kesehatan hewan, 

perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 
6. Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian 

pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan hortikltura, 
peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, penyuluhan dan 
ketahanan pangan; 

7. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian 
tanaman pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, 

perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 
8. Melakukan pengembangan komoditas unggulan bidang pertanian 

tanaman pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, 
perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan; 

9. Mengembangkan penggunaan bibit unggul pertanian, peternakan, 

perkebunan dan ketahanan pangan; 
10. Melaksanakan pengendalian eradikasi organisme pengganngu 

tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang 
pertaniantanaman pangan hortikultura, peternakan dan kesehatan 

kewan, perkebunan dan ketahanan pangan; 
11. Melakukan pengawasan penggunaan pupuk, obat, pestisida, alat 

dan mesin di bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, 

peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dan ketahanan 
pangan; 

12. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan pelatihan sumber daya 
manusia bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, 

peternakan, perkebunan, penyuluhan dan ketahanan pangan. 
Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan 

Pangan Kota Sabang berdasarkan fungsi utama Dinas Pertanian dan 

Pangan serta berdasarkan indikator sasaran/target, anggaran dan 
realisasi periode sebelumnya disajikan dalam tabel 2.3 (T-C.30) berikut : 

Tabel 2.3 … 
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Tabel 2.3 (T-C.30) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 

No Indikator 

SPM / 

Standar 

Nasional 

IKK 

Target RENSTRA SKPK Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan 
Analisis Tahun 

2022 
Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Persentase kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB Kota Sabang (persen) 

 
√ 7,50 - - -  - - Renstra 

2017-2022 

Perubahan 2 Persentase cakupan bina kelompok tani 

(persen) 

 
√ 100,00 - - - 50,70 - - 

3 Produktivitas padi atau bahan utama lokal 

lainnya per hektar (ton/ha) 

 
√ 20,55 - - - 3,71 - - 

4 Jumlah ketersediaan pangan utama per 

kapita (kg/jiwa) 

 
√ 36,41 - - - 82,93 - - 

            

5 Pola pangan harapan (PPH) konsumsi (poin)  √ - 82,70 83,50 84,90 - - 83,00 Renstra 

2023-2026 
6 Cakupan pengendalian gampong rawan 

pangan (persen) 
 √ - 100 100 100 - - 75 

7 Ketersediaan pangan utama (kg/jiwa)  √ - 80,00 81,00 82,00 - - 79,95 

8 Meningkatnya jumlah produksi pertanian, 

peternakan dan perkebunan (persen) 

 √ - 15 20 23 - - 12 

9 Tersedianya ternak hasil inseminasi buatan 

(ekor lahir) 

 √ - 150 170 190 - - 120 

10 Terlaksananya pengobatan ternak (ekor)  √ - 7.040 7.300 7.500 - - 5.800 

11 Cakupan prasarana pertanian yang dapat 

beroperasi dengan baik (persen) 

 √ - 62,50 68,75 75,00 - - 55,25 

12 Terlaksananya pengendalian dan 

penanggulangan bencana pertanian (Ha) 

 √ - 22 25 28 - - 18,5 

13 Cakupan bina kelompok tani (persen)  √ - 72 75 78 - - 72,5 

 

  

Gambar 2.1 … 
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Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 2024 

 
 

2.3 Isu-Isu … 
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2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan 

Pangan Kota Sabang 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya,  Dinas Pertanian dan 
Pangan Kota Sabang masih menghadapi beberapa kendala internal 

diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, 
kurang terampilnya penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan 

kepada petani. Sementara dari segi eksternal, ada beberapa 
permasalahan yang menjadi fokus utama, yaitu : 
1. Berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh perluasan 

wilayah pemukiman sebagai akibat dari peningkatan jumlah 
penduduk di Kota Sabang; 

2. Masih banyaknya jumlah lahan yang belum termanfaatkan; 
3. Jumlah bibit unggul untuk tanaman pertanian dan tanaman 

perkebunan masih sangat minim; 
4. Infrastruktur pertanian yang tersedia masih sedikit, sebagian 

infrastruktur dalam kondisi rusak; 

5. Keterbatasan jumlah hewan ternak berkualitas yang tersedia; 
6. Penyebaran penyakit menular ternak seperti Penyakit Mulut dan 

Kuku (PMK) yang sangat cepat sehingga membahayakan populasi 
ternak; 

7.  Demplot pertanian yang tersedia belum diusahakan secara optimal; 
8. Kurangnya pengetahuan SDM petani dan penyuluh pertanian 

tentang modernisasi pertanian. 

Dalam rangka mendukung pencapaian pada tujuan SDGs 
(Sustainable Development Goals/Pembangunan Berkelanjutan) yang 

selaras dengan sektor pertanian yaitu tujuan ke-2 “Mengakhiri kelaparan, 
mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong 

pertanian dan peternakan yang berkelanjutan” dan tujuan ke-12 
“Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan”, maka Dinas 
Pertanian dan Pangan Kota Sabang menetapkan tujuan : Meningkatkan 

pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Meningkatkan 
perekonomian masyarakat dan sasaran : Tersedianya produksi dan 

konsumsi masyarakat yang berkelanjutan; Meningkatnya pendapatan 
masyarakat dan daerah. 

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 
pembangunan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 
perkebunan antara lain : 

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk tanaman 
pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dengan 

menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan melalui 
penerapan pertanian organik dan pecegahan terhadap penyakit 

ternak yang menular; 
2. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; 

3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan, air, perbenihan/ 
perbibitan dan penyediaan alat mesin pertanian/perkebunan; 

4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak 
melalui penyuluhan dan pelatihan serta penataan kelembagaan 

petani melalui reposisi kepengurusan dan penataan UPTD Pertanian 
Terpadu; 

5. Penguatan kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di 

pedesaan.  
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan SKPD, 

permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, 

capaian … 
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capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu 
strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang yaitu: 

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman; 
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar; 

3. Kebutuhan bibit unggul pertanian/perkebunan; 
4. Masih terbatasnya infrastuktur pertanian yang berfungsi dengan 

baik; 
5. Kebutuhan ternak yang berkualitas; 
6. Penyakit hewan menular; 

7. Optimalisasi demplot pertanian; 

8. Penguatan SDM petani dan penyuluh pertanian. 

2.4  Review Terhadap Rencana Awal RKPK Dinas Pertanian Dan Pangan Kota 

Sabang 

Rancangan awal RKPK merupakan kunci penting dalam 
menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPK. Rancangan awal 
menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan 

keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja 
program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif 

untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi 
setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan RENJA SKPD. Rancangan 

Awal RKPK berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan 
indikatif untuk tahun yang direncanakan. 

Review terhadap rancangan awal RKPK dimaksudkan untuk 

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program 
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah 

mempertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA Dinas Pertanian 
dan Pangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian dan 

Pangan dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan 
kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pertanian dan 
Pangan berdasarkan Rancangan Awal RKPK.  

Dari hasil review terhadap rancangan awal RKPK dibutuhkan 
beberapa program dan kegiatan yang harus ditetapkan dalam rencana 

kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Program dan kegiatan ini 
memang sangat menunjang tupoksi kerja para personil dinas. Sebagai 

hasil dari review terhadap rancangan awal RKPK dapat dilihat pada tabel 
2.4 (T-C.31)  berikut :

Tabel 2.4 … 
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Tabel 2.4 (T-C.31)  

Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun  2024 Kota Sabang 

SKPK : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 

NO 

RANCANGAN AWAL RKPK HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

PROGRAM / 

KEGIATAN 

LO 
KA 

SI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

PROGRAM / 

KEGIATAN 

LO 
KA 

SI 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

CAPAIAN 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II PROGRAM/ 

KEGIATAN SKPK 

   
13.347.704.397,00 PROGRAM/ 

KEGIATAN SKPK 

   
8.942.096.241,00 

1 PROGRAM : 

PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 
KOTA 

 
cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

100% 9.018.513.257,00 PROGRAM : 

PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 
KOTA 

 
cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

100% 8.492.126.428,00 

 
Kegiatan : 
Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 

Daerah 

 
persentase 
ketercapaian 

pelaksanaan 

perencanaan 
penganggaran 

dan evaluasi 

kinerja 

perangkat 
daerah 

100% 29.933.869,00 Kegiatan : 
Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 

Daerah 

 
persentase 
ketercapaian 

pelaksanaan 

perencanaan 
penganggaran 

dan evaluasi 

kinerja 

perangkat 
daerah 

100% 23.754.856,00 

1 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

DP 2 jumlah 

dokumen 

perencanaan 
perangkat 

daerah 

2 

Dokumen 

5.299.595,00 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

DP 2 jumlah 

dokumen 

perencanaan 
perangkat 

daerah  

2 

Dokumen 

4.146.595,00 

  

2. Koordinasi … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA-
SKPD 

DP 2 jumlah 

dokumen 

RKA-SKPD 
dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi  

Penyusunan 
RKA-SKPD 

1 

Dokumen 

4.724.827,00 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA-
SKPD 

DP 2 jumlah 

dokumen RKA-

SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi  

Penyusunan 

RKA-SKPD 

1 

Dokumen 

3.608.827,00 

3 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

DP 2 jumlah 

laporan 

capaian 
kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 

kinerja SKPD 
dan laporan 

hasil 

koordinasi 
penyusunan 

laporan 

capaian 
kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 
kinerja SKPD 

1 

Laporan 

4.879.632,00 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

DP 2 jumlah 

laporan 

capaian 
kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 

kinerja SKPD 
dan laporan 

hasil 

koordinasi 
penyusunan 

laporan 

capaian 
kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 
kinerja SKPD 

1 

Laporan 

3.900.473,00 

4 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

DP 2 jumlah 
laporan 

evaluasi 

kinerja 
perangkat 

daerah 

1 
Laporan 

15.029.815,00 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

DP 2 jumlah 
laporan 

evaluasi 

kinerja 
perangkat 

daerah 

1 
Laporan 

12.098.961,00 

 

Kegiatan : 

Administrasi 

Keuangan 
Perangkat Daerah 

 
persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
administrasi 

keuangan 

perangkat 
daerah 

100% 8.254.522.202,00 Kegiatan : 

Administrasi 

Keuangan 
Perangkat Daerah 

 
persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
administrasi 

keuangan 

perangkat 
daerah 

100% 7.880.296.301,00 

5. Penyediaan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

DP 2 jumlah orang 

yang 

menerima gaji 
dan tunjangan 

ASN 

83  

Orang/ 

bulan 

8.247.522.540,00 Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

DP 2 jumlah orang 

yang 

menerima gaji 
dan tunjangan 

ASN 

85 

Orang/ 

bulan 

7.874.321.079,00 

6 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

DP 2 jumlah 

laporan 

keuangan 
akhir tahun 

SKPD dan 

laporan hasil 
koordinasi 

penyusunan 

laporan 

keuangan 
akhir tahun 

SKPD 

1 

Laporan 

3.499.742,00 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

DP 2 jumlah 

laporan 

keuangan 
akhir tahun 

SKPD dan 

laporan hasil 
koordinasi 

penyusunan 

laporan 

keuangan 
akhir tahun 

SKPD 

1 

Laporan 

3.015.302,00 

7 Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 
Pemeriksaan 

DP 2 jumlah 

dokumen 

bahan 
tanggapan 

pemeriksaan 

dan tindak 
lanjut 

pemeriksaan 

1 

Dokumen 

3.499.920,00 Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 
Pemeriksaan 

DP 2 jumlah 

dokumen 

bahan 
tanggapan 

pemeriksaan 

dan tindak 
lanjut 

pemeriksaan 

1 

Dokumen 

2.959.920,00 

 
Kegiatan : 

Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 
persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
administrasi 

kepegawaian 

perangkat 
daerah 

100% 66.725.000,00 Kegiatan : 

Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 
persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
administrasi 

kepegawaian 

perangkat 
daerah 

100% 0,00 

8 Pengadaan 
Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapannya 

DP 2 jumlah paket 
pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapan 

1 Paket 66.725.000,00 Pengadaan 
Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapannya 

DP 2 jumlah paket 
pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapan 

1 Paket 0,00 

Kegiatan : … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Kegiatan : 

Administrasi 

Umum Perangkat 
Daerah 

 
persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
administrasi 

umum 

perangkat 

daerah 

100% 260.653.026,00 Kegiatan : 

Administrasi 

Umum Perangkat 
Daerah 

 
persentase 

ketercapaian 

pelaksanaan 
administrasi 

umum 

perangkat 

daerah 

100% 214.354.061,00 

9 Penyediaan 
Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang
an Bangunan 

Kantor 

DP 2 jumlah paket 
komponen 

instalasi 

listrik/penera-
ngan 

bangunan 

kantor yang 

disediakan 

1 Paket 5.596.496,00 Penyediaan 
Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga
n Bangunan 

Kantor 

DP 2 jumlah paket 
komponen 

instalasi 

listrik/penera-
ngan 

bangunan 

kantor yang 

disediakan 

1 Paket 5.590.511,00 

10 Penyediaan 
Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

DP 2 jumlah paket 
peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

disediakan 

1 Paket 69.346.030,00 Penyediaan 
Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

DP 2 jumlah paket 
peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

disediakan 

1 Paket 40.264.350,00 

11 Penyediaan 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

DP 2 jumlah paket 
barang 

cetakan dan 

penggandaan 
yang 

disediakan 

1 Paket 15.705.500,00 Penyediaan 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

DP 2 jumlah paket 
barang 

cetakan dan 

penggandaan 
yang 

disediakan 

1 Paket 15.699.200,00 

12 Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang-

undangan 

DP 2 jumlah 

dokumen 

bahan bacaan 
dan peraturan 

perundang-

undangan 

yang 
disediakan 

1 

Dokumen 

10.000.000,00 Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang-

undangan 

DP 2 jumlah 

dokumen 

bahan bacaan 
dan peraturan 

perundang-

undangan 

yang 
disediakan 

1 

Dokumen 

10.000.000,00 

  

13. Penyelenggaraan … 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyelenggara-
an rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

SKPD 

1 

Laporan 

160.005.000,00 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyelenggara
an rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

SKPD 

1 

Laporan 

142.800.000,00 

 
Kegiatan : 
Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

 
persentase 
ketercapaian 

pelaksanaan 

penyediaan 
jasa 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 
daerah 

100% 214.429.160,00 Kegiatan : 
Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

 
persentase 
ketercapaian 

pelaksanaan 

penyediaan 
jasa 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 
daerah 

100% 201.838.410,00 

14 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 

jasa surat 
menyurat 

1 

Laporan 

4.000.000,00 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 

jasa surat 
menyurat 

1 

Laporan 

4.000.000,00 

15 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 
dan Listrik 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 
jasa 

komunikasi, 

sumber daya 

air dan listrik 
yang 

disediakan 

1 

Laporan 

100.579.640,00 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 
dan Listrik 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 
jasa 

komunikasi, 

sumber daya 

air dan listrik 
yang 

disediakan 

1 

Laporan 

105.079.640,00 

16 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 
jasa peralatan 

dan 

perlengkapan 
kantor yang 

disediakan 

1 

Laporan 

15.345.000,00 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 
jasa peralatan 

dan 

perlengkapan 
kantor yang 

disediakan 

1 

Laporan 

7.672.500,00 

17. Penyediaan … 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 
jasa pelayanan 

umum kantor 

yang 

disediakan 

1 

Laporan 

94.504.520,00 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

DP 2 jumlah 

laporan 

penyediaan 
jasa pelayanan 

umum kantor 

yang 

disediakan 

1 

Laporan 

85.086.270,00 

 
Kegiatan : 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 
persentase 
ketercapaian 

pelaksanaan 

pemeliharaan 
barang milik 

daerah 

penunjang 

urusan 
pemerintahan 

daerah 

100% 192.250.000,00 Kegiatan : 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 
persentase 
ketercapaian 

pelaksanaan 

pemeliharaan 
barang milik 

daerah 

penunjang 

urusan 
pemerintahan 

daerah 

100% 171.882.800,00 

18 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

DP 2 jumlah 

kendaraan 

dinas 
operasional 

atau lapangan 

yang 
dipelihara dan 

dibayarkan 

pajak dan 
perizinannya 

25 Unit 103.080.000,00 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

DP 2 jumlah 

kendaraan 

dinas 
operasional 

atau lapangan 

yang 
dipelihara dan 

dibayarkan 

pajak dan 
perizinannya 

25 Unit 103.080.000,00 

19 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 
Lainnya 

DP 2 jumlah gedung 
kantor dan 

bangunan 

lainnya yang 
dipelihara/ 

direhabilitasi 

8 Unit 71.670.000,00 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 
Lainnya 

DP 2 jumlah gedung 
kantor dan 

bangunan 

lainnya yang 
dipelihara/ 

direhabilitasi 

8 Unit 58.302.800,00 

  

20. Pemeliharaan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  
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Pembangunan 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

DP 2 jumlah sarana 

dan prasarana 

gedung kantor 
atau 

bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/ 
direhabilitasi 

20 Unit 17.500.000,00 Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

DP 2 jumlah sarana 

dan prasarana 

gedung kantor 
atau 

bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/ 
direhabilitasi 

20 Unit 10.500.000,00 

2 PROGRAM : 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 
DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

 
skor pola 

pangan 

harapan (PPH) 
konsumsi 

83,5 Poin 690.018.250,00 PROGRAM : 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 
DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

 
skor pola 

pangan 

harapan (PPH) 
konsumsi 

83,5 

Poin 

49.785.862,00 

 
Kegiatan : 
Penyediaan dan 

Penyaluran 

Pangan Pokok 

atau Pangan 
Lainnya sesuai 

dengan 

Kebutuhan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Rangka 
Stabilisasi 

Pasokan dan 

Harga Pangan 

 
jumlah 
ketersediaan 

pangan utama 

76,5 
Kg/kap 

190.018.250,00 Kegiatan : 
Penyediaan dan 

Penyaluran 

Pangan Pokok 

atau Pangan 
Lainnya sesuai 

dengan 

Kebutuhan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Rangka 
Stabilisasi 

Pasokan dan 

Harga Pangan 

 
jumlah 
ketersediaan 

pangan utama 

76,5 
Kg/kap 

49.785.862,00 

21 Penyediaan 

Pangan Berbasis 
Sumber Daya 

Lokal 

DP 2 pangan 

berbasis 
sumber daya 

lokal yang 

tersedia 

1 

Laporan 

160.107.850,00 Penyediaan 

Pangan Berbasis 
Sumber Daya 

Lokal 

DP 2 pangan 

berbasis 
sumber daya 

lokal yang 

tersedia 

1 

Laporan 

26.743.501,00 

22 Penyusunan 

Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 

DP 2 informasi 

neraca bahan 
makanan 

(NBM) 

1 

Dokumen 

29.910.400,00 Penyusunan 

Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 

DP 2 informasi 

neraca bahan 
makanan 

(NBM) 

1 

Dokumen 

23.042.361,00 

Kegiatan : … 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Kegiatan : 

Pelaksanaan 

Pencapaian 
Target Konsumsi 

Pangan 

Perkapita/Tahun 

sesuai dengan 
Angka 

Kecukupan Gizi 

 jumlah 

produksi 

bahan pangan 
lokal pertahun 

200 Ton/ 

tahun 

500.000.000,00 Kegiatan : 

Pelaksanaan 

Pencapaian 
Target Konsumsi 

Pangan 

Perkapita/Tahun 

sesuai dengan 
Angka 

Kecukupan Gizi 

 jumlah 

produksi 

bahan pangan 
lokal pertahun 

200 

Ton/ 

tahun 

0,00 

23 Pemberdayaan 

Masyarakat 
dalam 

Penganekaraga- 

man Konsumsi 

Pangan Berbasis 
Sumber Daya 

Lokal 

DP 2 jumlah 

pemberdayaan 
kelompok 

masyarakat 

dalam 

penganekarag
a-man 

konsumsi 

pangan 
berbasis 

sumber daya 

lokal 

1 

Laporan 

500.000.000,00 Pemberdayaan 

Masyarakat 
dalam 

Penganekaraga-

man Konsumsi 

Pangan Berbasis 
Sumber Daya 

Lokal 

DP 2 jumlah 

pemberdayaan 
kelompok 

masyarakat 

dalam 

penganekaraga
-man 

konsumsi 

pangan 
berbasis 

sumber daya 

lokal 

1 

Laporan 

0,00 

3 PROGRAM : 

PENANGANAN 
KERAWANAN 

PANGAN 

 
persentase 

penanganan 
kerawanan 

pangan 

22,22% 64.609.669,00 PROGRAM : 

PENANGANAN 
KERAWANAN 

PANGAN 

 
persentase 

penanganan 
kerawanan 

pangan 

22,22% 23.307.676,00 

 Kegiatan : 

Penanganan 

Kerawanan 
Pangan 

 jumlah 

gampong 

penanganan 
kerawanan 

pangan 

4  

Gampong 

64.609.669,00 Kegiatan : 

Penanganan 

Kerawanan 
Pangan 

 jumlah 

gampong 

penanganan 
kerawanan 

pangan 

4  

Gampong 

23.307.676,00 

  

24. Pelaksanaan … 
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24 Pelaksanaan 

Pengadaan, 

Pengelolaan dan 
Penyaluran 

Cadangan 

Pangan pada 

Kerawanan 
Pangan yang 

Mencakup dalam 

1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

DP 2 jumlah 

pengadaan, 

pengelolaan 
dan 

penyaluran 

cadangan 

pangan pada 
kerawanan 

pangan yang 

mencakup 
dalam 1 (satu) 

daerah 

kabupaten/ 
kota 

1 

Dokumen 

64.609.669,00 Pelaksanaan 

Pengadaan, 

Pengelolaan dan 
Penyaluran 

Cadangan 

Pangan pada 

Kerawanan 
Pangan yang 

Mencakup dalam 

1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

DP 2 jumlah 

pengadaan, 

pengelolaan 
dan 

penyaluran 

cadangan 

pangan pada 
kerawanan 

pangan yang 

mencakup 
dalam 1 (satu) 

daerah 

kabupaten/ 
kota 

1 

Dokumen 

23.307.676,00 

4 PROGRAM : 
PENGAWASAN 

KEAMANAN 

PANGAN 

 persentase 
pengawasan 

keamanan 

pangan 

55,60% 23.776.536,00 PROGRAM : 
PENGAWASAN 

KEAMANAN 

PANGAN 

 persentase 
pengawasan 

keamanan 

pangan 

55,60% 16.906.658,00 

 
Kegiatan : 

Pelaksanaan 
Pengawasan 

Keamanan 

Pangan Segar 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
jumlah sektor 

bahan pangan 
yang diawasi 

5 Jenis 23.776.536,00 Kegiatan : 

Pelaksanaan 
Pengawasan 

Keamanan 

Pangan Segar 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
jumlah sektor 

bahan pangan 
yang diawasi 

5 Jenis 16.906.658,00 

25 Rekomendasi 

Keamanan 

Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

DP 2 jumlah 

rekomendasi 

keamanan 
pangan segar 

asal 

tumbuhan 
daerah 

kabupaten/ 

kota 

1 

Dokumen 

23.776.536,00 Rekomendasi 

Keamanan 

Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

DP 2 jumlah 

rekomendasi 

keamanan 
pangan segar 

asal 

tumbuhan 
daerah 

kabupaten/ 

kota 

1 

Dokumen 

16.906.658,00 

  

5. PROGRAM … 
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5 PROGRAM : 

PENYEDIAAN 

DAN  
PENGEMBANGAN 

SARANA 

PERTANIAN 

 
kontribusi 

sektor 

pertanian 
terhadap 

PDRB 

6,52 % 1.459.938.215,00 PROGRAM : 

PENYEDIAAN 

DAN  
PENGEMBANGA

N SARANA 

PERTANIAN 

 
kontribusi 

sektor 

pertanian 
terhadap 

PDRB 

6,52 % 103.237.975,00 

 
Kegiatan : 

Pengawasan 
Penggunaan 

Sarana Pertanian 

 
jumlah sarana 

pendukung 
untuk 

pertanian 

60 Unit 680.957.400,00 Kegiatan : 

Pengawasan 
Penggunaan 

Sarana Pertanian 

 
jumlah sarana 

pendukung 
untuk 

pertanian 

60 Unit 12.242.110,00 

26 Pendampingan 

Penggunaan 

Sarana 
Pendukung 

Pertanian 

DP 2 jumlah 

pendampingan 

penggunaan 
sarana 

pendukung 

pertanian 

1 

Laporan 

680.957.400,00 Pendampingan 

Penggunaan 

Sarana 
Pendukung 

Pertanian 

DP 2 jumlah 

pendampingan 

penggunaan 
sarana 

pendukung 

pertanian 

1 

Laporan 

12.242.110,00 

 
Kegiatan : 

Pengelolaan 
Sumber Daya 

Genetik (SDG) 

Hewan, 
Tumbuhan dan 

Mikro Organisme 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 
jumlah 

penangkar 
benih/bibit 

2 Bibit 449.862.547,00 Kegiatan : 

Pengelolaan 
Sumber Daya 

Genetik (SDG) 

Hewan, 
Tumbuhan dan 

Mikro Organisme 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 
jumlah 

penangkar 
benih/bibit 

2 Bibit 77.732.885,00 

27 Peningkatan 
Kualitas SDG 

Hewan/Tanaman 

DP 2 jumlah 
pelaksanaan 

peningkatan 

kualitas SDG 
hewan/ 

tanaman 

1 
Dokumen 

449.862.547,00 Peningkatan 
Kualitas SDG 

Hewan/Tanaman 

DP 2 jumlah 
pelaksanaan 

peningkatan 

kualitas SDG 
hewan/ 

tanaman 

1 
Dokumen 

77.732.885,00 

  

Kegiatan : … 
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Kegiatan : 

Pengendalian dan 

Pengawasan 
Penyediaan dan 

Peredaran 

Benih/Bibit 

Ternak dan 
Hijauan Pakan 

Ternak dalam 

Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 
jumlah 

laporan 

peredaran 
bibit dan 

benih tenak 

1 

Laporan 

200.655.200,00 Kegiatan : 

Pengendalian dan 

Pengawasan 
Penyediaan dan 

Peredaran 

Benih/Bibit 

Ternak dan 
Hijauan Pakan 

Ternak dalam 

Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 
jumlah 

laporan 

peredaran 
bibit dan 

benih tenak 

1 

Laporan 

12.763.780,00 

28 Penjaminan 

Peredaran 

Benih/Bibit 

Ternak 

DP 2 jumlah 

benih/bibit 

ternak yang 

beredar 

450 Ekor 121.391.465,00 Penjaminan 

Peredaran 

Benih/Bibit 

Ternak 

DP 2 jumlah 

benih/bibit 

ternak yang 

beredar 

450 Ekor 12.763.780,00 

29 Pengendalian 
Penyediaan 

Benih/ Bibit 

Ternak dan 

Hijauan Pakan 
Ternak 

DP 2 jumlah benih/ 
bibit ternak 

dan hijauan 

pakan ternak 

yang tersedia 

6 Ton 79.263.735,00 Pengendalian 
Penyediaan 

Benih/ Bibit 

Ternak dan 

Hijauan Pakan 
Ternak 

DP 2 jumlah benih/ 
bibit ternak 

dan hijauan 

pakan ternak 

yang tersedia 

6 Ton 0,00 

 Kegiatan : 

Penyediaan 

Benih/Bibit 
Ternak dan 

Hijauan Pakan 

Ternak yang 

Sumbernya 
dalam 1 (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 
Lain 

 jumlah 

laporan 

benih/bibit 
ternak dan 

hijauan pakan 

ternak 

1 

Laporan 

128.463.068,00 Kegiatan : 

Penyediaan 

Benih/Bibit 
Ternak dan 

Hijauan Pakan 

Ternak yang 

Sumbernya 
dalam 1 (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 
Lain 

 jumlah 

laporan 

benih/bibit 
ternak dan 

hijauan pakan 

ternak 

1 

Laporan 

499.200,00 

  

30. Pengadaan … 
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30 Pengadaan 

Benih/Bibit 

Ternak yang 
Sumbernya dari 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Lain 

DP 2 jumlah 

benih/bibit 

ternak yang 
sumbernya 

dari daerah 

kabupaten/ 

kota lain 

50 Ekor 128.463.068,00 Pengadaan 

Benih/Bibit 

Ternak yang 
Sumbernya dari 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Lain 

DP 2 jumlah 

benih/bibit 

ternak yang 
sumbernya 

dari daerah 

kabupaten/ 

kota lain 

50 Ekor 499.200,00 

6 PROGRAM : 
PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBA-
NGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

 
persentase 
prasarana 

pertanian yang 

dapat 
beroperasi 

dengan baik 

68,75% 512.770.836,00 PROGRAM : 
PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBA-
NGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

 
persentase 
prasarana 

pertanian yang 

dapat 
beroperasi 

dengan baik 

68,75% 26.488.300,00 

 
Kegiatan : 

Pembangunan 
Prasarana 

Pertanian 

 
jumlah 

prasarana 
pertanian yang 

berfungsi 

7 Unit 512.770.836,00 Kegiatan : 

Pembangunan 
Prasarana 

Pertanian 

 
jumlah 

prasarana 
pertanian yang 

berfungsi 

7 Unit 26.488.300,00 

31 Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 
Prasarana 

Pertanian 

Lainnya 

DP 2 jumlah 

prasarana 

pertanian 
lainnya yang 

dibangun, 

direhabilitasi 
dan dipelihara 

2 Unit 410.644.318,00 Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 
Prasarana 

Pertanian 

Lainnya 

DP 2 jumlah 

prasarana 

pertanian 
lainnya yang 

dibangun, 

direhabilitasi 
dan dipelihara 

2 Unit 25.989.100,00 

32 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Rumah Potong 
Hewan 

DP 2 jumlah rumah 
potong hewan 

yang 

dibangun, 
direhabilitasi 

dan dipelihara 

1 Unit 102.126.518,00 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Rumah Potong 
Hewan 

DP 2 jumlah rumah 
potong hewan 

yang 

dibangun, 
direhabilitasi 

dan dipelihara 

1 Unit 499.200,00 

7 PROGRAM : 

PENGENDALIAN 

KESEHATAN 
HEWAN DAN 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 
VETERINER 

 
persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner yang 
di kendalikan 

2,68% 302.597.471,00 PROGRAM : 

PENGENDALIAN 

KESEHATAN 
HEWAN DAN 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 
VETERINER 

 
persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner yang 
di kendalikan 

2,68% 76.239.701,00 

Kegiatan … 
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Kegiatan : 

Penjaminan 

Kesehatan 
Hewan, 

Penutupan dan 

Pembukaan 

Daerah Wabah 
Penyakit Hewan 

Menular Dalam 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
pemeliharaan 

kesehatan dan 

pencegahan 
penyakit 

menular 

ternak 

7.300 

Ekor 

241.704.007,00 Kegiatan : 

Penjaminan 

Kesehatan 
Hewan, 

Penutupan dan 

Pembukaan 

Daerah Wabah 
Penyakit Hewan 

Menular Dalam 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
pemeliharaan 

kesehatan dan 

pencegahan 
penyakit 

menular 

ternak 

7.300 

Ekor 

75.740.501,00 

33 Pelaksanaan 

Surveilans 

Penyakit Hewan 

dan Zoonosis 
pada Hewan 

DP 2 jumlah 

wilayah yang 

dilakukan 

surveilans dan 
zoonosis pada 

hewan 

1 

Wilayah 

106.351.164,00 Pelaksanaan 

Surveilans 

Penyakit Hewan 

dan Zoonosis 
pada Hewan 

DP 2 jumlah 

wilayah yang 

dilakukan 

surveilans dan 
zoonosis pada 

hewan 

1 

Wilayah 

24.199.281,00 

34 Pemberantasan 

Penyakit Hewan 

Menular dan 
Zoonosis dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

DP 2 jumlah 

wilayah  atau 

kawasan yang 
mengalami 

penurunan 

kasus 
penyakit 

hewan 

menular dan 
zoonosis 

dalam 1 (satu) 

daerah 
kabupaten/ 

kota 

1 

Laporan 

135.352.843,00 Pemberantasan 

Penyakit Hewan 

Menular dan 
Zoonosis dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

DP 2 jumlah 

wilayah  atau 

kawasan yang 
mengalami 

penurunan 

kasus 
penyakit 

hewan 

menular dan 
zoonosis 

dalam 1 (satu) 

daerah 
kabupaten/ 

kota 

1 

Laporan 

51.541.220,00 

 

Kegiatan : 

Penerapan dan 

Pengawasan 
Persyaratan 

Teknis Kesehatan 

Masyarakat 
Veteriner 

 
jumlah sampel 

yang diuji 

75  

Sampel 

60.893.464,00 Kegiatan : 

Penerapan dan 

Pengawasan 
Persyaratan 

Teknis Kesehatan 

Masyarakat 
Veteriner 

 
jumlah sampel 

yang diuji 

75 

Sampel 

499.200,00  

35. Pengujian … 
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35 Pengujian 

Laboratorium 

Kesehatan 
Masyarakat 

Veteriner 

DP 2 jumlah 

pengujian 

laboratorium 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 

1 

Dokumen 

60.893.464,00 Pengujian 

Laboratorium 

Kesehatan 
Masyarakat 

Veteriner 

DP 2 jumlah 

pengujian 

laboratorium 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 

1 

Dokumen 

499.200,00 

8 PROGRAM : 

PENGENDALIAN 
DAN 

PENANGGULA-

NGAN BENCANA 
PERTANIAN 

 
persentase 

penanganan 
bencana 

pertanian 

20,00% 934.650.100,00 PROGRAM : 

PENGENDALIAN 
DAN 

PENANGGULA-

NGAN BENCANA 
PERTANIAN 

 
persentase 

penanganan 
bencana 

pertanian 

20,00% 63.993.576,00 

 
Kegiatan : 
Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana 
Pertanian 

Kabupaten/Kota 

 
jumlah 
laporan 

pengendalian 

dan 
penanggulang

an Organisme 

Pengganggu 

Tumbuhan 
(OPT) dan 

Dampak 

Perubahan 
Iklim (DPI) 

1 
Laporan 

934.650.100,00 Kegiatan : 
Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana 
Pertanian 

Kabupaten/Kota 

 
jumlah 
laporan 

pengendalian 

dan 
penanggulang

an Organisme 

Pengganggu 

Tumbuhan 
(OPT) dan 

Dampak 

Perubahan 
Iklim (DPI) 

1 
Laporan 

63.993.576,00 

36 Pengendalian 

Organisme 

Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) 
Tanaman 

Pangan, 

Hortikultura dan 
Perkebunan 

DP2 jumlah luas 

serangan 

Organisme 

Pengganggu 
Tumbuhan 

(OPT) tanaman 

pangan, 
hortikultura 

dan 

perkebunan 
yang 

dikendalikan 

15 Ha 249.937.045,00 Pengendalian 

Organisme 

Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) 
Tanaman 

Pangan, 

Hortikultura dan 
Perkebunan 

DP2 jumlah luas 

serangan 

Organisme 

Pengganggu 
Tumbuhan 

(OPT) tanaman 

pangan, 
hortikultura 

dan 

perkebunan 
yang 

dikendalikan 

15 Ha 20.604.960,00 

  

37. Penanganan … 
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37 Penanganan 

Dampak 

Perubahan Iklim 
(DPI) Tanaman 

Pangan, 

Hortikultura dan 

Perkebunan 

DP 2 jumlah area 

terdampak 

perubahan 
iklim (DPI) 

tanaman 

pangan, 

hortikultura 
dan 

perkebunan 

yang ditangani 

8 Ha 500.000.000,00 Penanganan 

Dampak 

Perubahan Iklim 
(DPI) Tanaman 

Pangan, 

Hortikultura dan 

Perkebunan 

DP 2 jumlah area 

terdampak 

perubahan 
iklim (DPI) 

tanaman 

pangan, 

hortikultura 
dan 

perkebunan 

yang ditangani 

8 Ha 0,00 

38 Pencegahan, 
Penanganan 

Kebakaran Lahan 

dan Gangguan 

Usaha Tanaman 
Pangan, 

Hortikultura dan 

Perkebunan 

DP 2 jumlah luasan 
pencegahan, 

penanganan 

kebakaran 

lahan dan 
gangguan 

usaha 

tanaman 
pangan, 

hortikultura 

dan 
perkebunan 

5 Ha 184.713.055,00 Pencegahan, 
Penanganan 

Kebakaran Lahan 

dan Gangguan 

Usaha Tanaman 
Pangan, 

Hortikultura dan 

Perkebunan 

DP 2 jumlah luasan 
pencegahan, 

penanganan 

kebakaran 

lahan dan 
gangguan 

usaha 

tanaman 
pangan, 

hortikultura 

dan 
perkebunan 

5 Ha 43.388.616,00 

9 PROGRAM : 
PENYULUHAN 

PERTANIAN 

 
persentase 
penyuluh 

pertanian yang 

dilatih 

27,80% 340.830.063,00 PROGRAM : 
PENYULUHAN 

PERTANIAN 

 
persentase 
penyuluh 

pertanian yang 

dilatih 

27,80% 90.010.065,00 

 
Kegiatan : 

Pelaksanaan 
Penyuluh 

Pertanian 

 
total pelatihan 6 Kali 340.830.063,00 Kegiatan : 

Pelaksanaan 
Penyuluh 

Pertanian 

 
total pelatihan 6 Kali 90.010.065,00 

39 Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 
Penyuluhan 

Pertanian di 

Kecamatan dan 
Desa 

DP 2 jumlah 

kelembagaan 

penyuluhan 
pertanian di 

kecamatan 

dan desa yang 
ditingkatkan 

kapasitasnya 

3 Unit 168.023.785,00 Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 
Penyuluhan 

Pertanian di 

Kecamatan dan 
Desa 

DP 2 jumlah 

kelembagaan 

penyuluhan 
pertanian di 

kecamatan 

dan desa yang 
ditingkatkan 

kapasitasnya 

3 Unit 37.334.059,00 

40. Pengembangan … 
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40 Pengembangan 

Kapasitas 

Kelembagaan 
Petani di 

Kecamatan dan 

Desa 

DP 2 jumlah 

kelembagaan 

petani di 
kecamatan 

dan desa yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

25 Unit 110.508.139,00 Pengembangan 

Kapasitas 

Kelembagaan 
Petani di 

Kecamatan dan 

Desa 

DP 2 jumlah 

kelembagaan 

petani di 
kecamatan 

dan desa yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

25 Unit 35.668.873,00 

41 Penyediaan dan 
Pemanfaatan 

Sarana dan 

Prasarana 
Penyuluhan 

Pertanian 

DP 2 jumlah sarana 
dan prasarana 

penyuluhan 

pertanian 

2 Unit 62.298.139,00 Penyediaan dan 
Pemanfaatan 

Sarana dan 

Prasarana 
Penyuluhan 

Pertanian 

DP 2 jumlah sarana 
dan prasarana 

penyuluhan 

pertanian 

2 Unit 17.007.133,00 

 

Berdasarkan … 
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Berdasarkan penyusunan rancangan awal RKPK besaran pagu 
anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan RENJA Tahun 2024 

adalah Rp13.347.704.397,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kota Sabang (APBK). Namun pada hasil analisis kebutuhan 

terjadi beberapa penyesuaian pemilihan sub kegiatan dan besaran pagu 
anggaran yang diperlukan sehingga terjadi penurunan sebesar 

Rp4.405.608.156,- atau 33,01% dari jumlah pagu indikatif pada 
rancangan awal RKPK yaitu dari Rp13.347.704.397,- menjadi sebesar 
Rp8.942.096.241,- . Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian 

anggaran pada APBK. 

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian 
usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan 

jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku 
kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan 
pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Kajian usulan program dan 
kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku 

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan 
pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Pengumpulan 

informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan 
keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang 
(kabupaten/kota). Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan 

dari masyarakat kemudian dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.32) berikut : 

Tabel 2.5 (T-C.32) 

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 

Kota Sabang 

SKPK : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 
 

NO 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

USULAN 

LOKASI 
INDIKATOR 

KINERJA 

BESARAN 

/ VOLUME 

KEBUTUHAN 

PAGU 
CATATAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pengadaan Saprodi 

untuk Masyarakat 

Kelompok Wanita 
Tani Karya Wanita 

Gp. 

Krueng 

Raya 

   Rp90.000.000 Pokir 

2        

3        

4        

 

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG 

3.1.   TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL  

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu dibidang Kementerian 

Pertanian RI pada RPJM dititikberatkan pada Program Peningkatan 
Pertanian yang akan dicapai pada tahun 2023. Pada Rapat Kerja Nasional 

Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) 
mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan pertanian 2022 untuk 
mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk mencapai 

sasaran tersebut, ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus pertanian. 
Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan 

nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian 
serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Kedua, menurunkan biaya 

pertanian … 
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pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan 
efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Ketiga, 

pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan 
inovasi teknologi. Keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan 

pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta 
penyediaan air (irigasi, embung dan bangunan air lainnya). 

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Musrenbangnas) 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi 

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, RKP 2023 memiliki 8 Arah 
Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan 
dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan 

decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri 
dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan 
transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air 

bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara. 
Peran kebijakan pertanian untuk percepatan penurunan 

kemiskinan salah satunya akan didorong melalui modernisasi pertanian 
dan pemerataan pembangunan. Untuk hal tersebut, Bappenas telah 

menyiapkan DAK tematik khusus untuk pengembangan penugasan ini 
yaitu dengan menggunakan food estate dan penguatan kawasan sentra 
produksi pangan. Modernisasi pertanian dapat diterapkan pada 

penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif, penerapan alat 
mesin pertanian dengan teknologi tepat guna dari mulai pengolahan 

lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen, penggunaan benih 
unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi, penggunaan SDM 

pertanian yang lebih berkualitas, serta efisiensi penggunaan sumberdaya 
alam terutama air irigasi, sehingga keseimbangan lingkungan tetap 
terjaga. 

Keberhasilan kebijakan pembangunan pertanian 2023 bergantung 
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut disetiap Provinsi dan 

Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Maka dari sejak dini Dinas 
Pertanian dan Pangan Kota Sabang akan mengajukan program dan 

kegiatan untuk mendukung pencapaian kebijakan nasional yang sudah 
dirancang yang dititikberatkan pada bidang pangan. 

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dalam proses 

merumuskan kebijakan memperhatikan apa yang ingin dicapai 
Pemerintah Pusat dan apa kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah. 

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja 
(RENJA) akan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 2023-2026 yang 
berkedudukan sebagai kerangka dasar manajemen pembangunan sektor 
pertanian di Kota Sabang dan sebagai rujukan dalam penyusunan 

kebijakan umum anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), di samping sebagai 

rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dana 
APBN, APBA, serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat. 

Di dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang 
Tahun 2023-2026 telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan 
antara lain : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
2. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 
2007-2027 

4. Rencana Pembangunan Kota (RPK) Sabang Tahun 2023-2026 

3.2 Tujuan … 
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3.2   Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) 

Tujuan dan sasaran adalah tahapan untuk Perumusan Sasaran 
Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dan Utama dalam 

Perencanaan Pembangunan berupa Rencana Kerja Program/Kegiatan baik 
jangka menengah daerah maupun program/kegiatan setiap tahun berjalan 

terutama pada Dinas Pertanian dan pangan Kota Sabang yang selanjutnya 
akan menjadi dasar penyusunan Kinerja SKPK selama 1 (satu) tahun yang 
ingin dicapai. 

Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Sabang yang 
telah ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, maka 

tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) dalam rangka pembangunan 
bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan yang 

ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan : Meningkatkan pola produksi dan konsumsi yang 

berkelanjutan 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah tersedianya produksi 
dan konsumsi masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mengukur 

ketercapaian tujuan yang akan dicapai, ada 3 (tiga) indikator yang 
digunakan, yaitu : 

- Poin pola pangan harapan (PPH) konsumsi 
- Persentase cakupan pengendalian gampong rawan pangan 
- Jumlah ketersediaan pangan utama per jiwa 

2. Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya 

pendapatan masyarakat dan daerah. Untuk mengukur ketercapaian 
tujuan yang akan dicapai, ada 6 (enam) indikator yang digunakan, 

yaitu : 
- Persentase peningkatan jumlah produksi pertanian dan 

perkebunan 

- Jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) 
- Jumlah terlaksananya ternak yang diobati 

- Persentase cakupan prasarana pertanian yang dapat beroperasi 
dengan baik 

- Luas wilayah yang dilaksanakan pengendalian dan 
penanggulangan bencana pertanian 

- Persentase cakupan bina kelompok tani 

3.3   PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk 
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program 

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai 
sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 
Adanya beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan 

terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya merupakan hasil 
Musrenbang desa dan kecamatan yang menjadi program dan kegiatan 

prioritas dari dinas. Untuk program dan kegiatan yang mendukung 
pelaksanaan terhadap pelayanan kepada masyarakat tani Dinas Pertanian 
dan Pangan Kota Sabang menyusun beberapa program dan kegiatan. 

Untuk merumuskan program dan kegiatan tahun 2024, ada 
beberapa faktor yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Dinas 

Pertanian dan Pangan Kota Sabang, yaitu : 

1. Pencapaian … 
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1. Pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang; 
2. Pencapaian SDGs; 

3. Pengembangan kualitas SDM yang professional; 
4. Penyediaan informasi, perencanaan dan database yang akurat serta 

system jaringan kerja yang efektif; 
5. Pemberdayaan masyarakat petani tangguh dan handal yang 

berwawasan agribisnis, agroindustri dan agrowisata; 
6. Pengembangan produksi pertanian yang berkualitas dan berkuantitas 

melalui penerapan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien; 

7. Mempertahankan dan melindungi keberadaan kawasan hutan serta 
optimalisasi fungsi dan pemanfaatan hutan secara lestari, adil, 

mandiri dan berkelanjutan; 
8. Pengembangan kemampuan kelembagaan pertanian dan pangan. 

Dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran 
pembangunan pertanian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis 
melalui perumusan program prioritas Dinas Pertanian dan Pangan Kota 

Sabang Tahun 2023 ke dalam 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) 
kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 
5) Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
3) Penyediaan Jasa Peralatan  dan Perlengkapan Kantor 

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

 
 

 

2. Program … 
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2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

2) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 

a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 

Kecamatan 
1) Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan 

dan Kerentanan Pangan 
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 
Daerah Kabupaten/Kota 
1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 

Daerah Kabupaten/Kota 
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 
1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 
Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 
1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 

c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 
Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 
1) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 

d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan 
Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 
Lain 

1) Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari 
Daerah Kabupaten/Kota Lain 

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 
a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 

1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah 
Potong Hewan 

2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya 
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 
a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 
1) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada 

Hewan  
2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
b. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 

Kesehatan Masyarakat Veteriner 
1) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

2) Pencegahan … 
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2) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan 
Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

9. Program Penyuluhan Pertanian 
a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 
di Kecamatan dan Desa 

2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 
Kecamatan dan Desa 

3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Penyuluhan Pertanian 
Rumusan program dan kegiatan RENJA Dinas Pertanian dan 

Pangan Tahun 2024 disusun berdasarkan rancangan awal dari RPK, 
namun pada beberapa kegiatan terdapat perbedaan nilai pagu indikatif. 

Pada RENJA 2024, jumlah total pagu indikatif mengalami penurunan 
sebesar Rp4.405.608.156,- atau 33,01% dari jumlah pagu indikatif pada 
rancangan awal RKPK yaitu dari Rp13.347.704.397,- menjadi sebesar 

Rp8.942.096.241,- . Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian 
anggaran pada APBK. 

 
BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 2024 
disusun berdasarkan RPK Sabang Tahun 2023-2026 dan RENSTRA Dinas 

Pertanian dan Pangan Kota Sabang Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan 
yang disusun telah sesuai dengan sasaran strategis dan target kinerja yang 

akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. 
Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota 

Sabang Tahun 2024 akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kota Sabang. Untuk mendukung pencapaian target kinerja akan diupayakan 
melalui pembiayaan yang bersumber dari dana APBN, APBA, serta sumber-

sumber dana lainnya yang tidak mengikat.   Rincian rencana program dan 
kegiatan serta pagu anggaran tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 

dapat dilihat  pada Tabel 4.1 (T-C.33) berikut : 

Tabel 4.1 … 
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Tabel 4.1 (T-C.33) 

Rencana Program dan Kegiatan SKPK Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

SKPK : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang                 Sumber Dana : APBK Kota Sabang 

Kode 

Urusan/ 

Bidang 

Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 

Program 

Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 

Kegiatan 

Loka 
si 

Out 

put 
Kegia

tan 

 

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 

Sum 
ber 

Dana 

 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

Prog 

ram 

Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 

Kegia 
tan 

(Rp.) Tolak Ukur 
Tar 

get 
(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

     DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.942.096.241,00    8.271.200.000,00 

2     URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.582.126.624,00    8.271.200.000,00 

2 09 
   

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 8.582.126.624,00      8.271.200.000,00 

2 09 01 
  

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.492.126.428,00      8.271.200.000,00 

2 09 01 2.01 
 

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.754.856,00      0,00 

2 09 01 2.01 0001 Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Cakupan 

penunjang 
urusan 

pemerintah 

daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

dokumen 
perencanaan 

perangkat 

daerah 

Terlaksana 

nya kegiatan 
perencanaan 

  

100% 2 

Dokumen 

100% 4.146.595,00 DAU Cakupan 

penunjang 
urusan 

pemerintah 

daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.01 0002 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 
RKA-SKPD 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 

dokumen 

RKA-SKPD 
dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi  
Penyusunan 

RKA-SKPD 

Terlaksana 

nya kegiatan 

perencanaan 

  

100% 1 

Dokumen 

100% 3.608.827,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

100% 0,00 

  

2.09.01.2.01.0006 Koordinasi … 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 09 01 2.01 0006 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 
Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 
Kinerja SKPD 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

laporan 

capaian 
kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 

kinerja 
SKPD dan 

laporan hasil 

koordinasi 
penyusunan 

laporan 

capaian 
kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 
kinerja 

SKPD 

Terlaksana 

nya kegiatan 

perencanaan 

  

100% 1 

Laporan 

100% 3.900.473,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.01 0007 Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 

laporan 

evaluasi 
kinerja 

perangkat 

daerah 

Terlaksana 

nya kegiatan 

perencanaan 
  

100% 1 

Laporan 

100% 12.098.961,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.02 
 

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  7.880.296.301,00 
 

  
 

8.271.200.000,00 

2 09 01 2.02 0001 Penyediaan 

Gaji dan 
Tunjangan 

ASN 

Cakupan 

penunjang 
urusan 

pemerintah 

daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

orang yang 
menerima 

gaji dan 

tunjangan 
ASN  

Jumlah ASN 

  

100% 85 

Orang/ 
bulan 

100% 7.874.321.079,00 DAU Cakupan 

penunjang 
urusan 

pemerintah 

daerah 
Kabupaten/

Kota 

100% 8.271.200.000,00 

  

2.09.01.2.02.0005 Koordinasi … 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 09 01 2.02 0005 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 
Keuangan 

Akhir Tahun 

SKPD 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

laporan 

keuangan 
akhir tahun 

SKPD dan 

laporan hasil 

koordinasi 
penyusunan 

laporan 

keuangan 
akhir tahun 

SKPD 

Jumlah ASN 

  

100% 1 

Laporan 

100% 3.015.302,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.02 0006 Pengelolaan 

dan Penyiapan 

Bahan 
Tanggapan 

Pemeriksaan 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 
Kota  

Jumlah 

dokumen 

bahan 
tanggapan 

pemeriksaan 

dan tindak 
lanjut 

pemeriksaan 

Jumlah ASN 

  

100% 1 

Dokumen 

100% 2.959.920,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 
Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.06 
 

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.354.061,00 
 

  
 

0,00 

2 09 01 2.06 0001 Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Kantor 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

paket 

komponen 
instalasi 

listrik/pene 

rangan 

bangunan 
kantor yang 

disediakan 

Terlaksana 

nya kegiatan 

perkantoran 

  

100% 1 Paket 100% 5.590.511,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.06 0002 Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/
Kota 

Jumlah 

paket 

peralatan 
dan 

perlengka 

pan kantor 
yang 

disediakan 

Terlaksana 

nya kegiatan 

perkantoran 

  100% 1 Paket 100% 40.264.350,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/
Kota 

100% 0,00 

 

2.09.01.2.06.0005 Penyediaan … 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 09 01 2.06 0005 Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jenis paket 

barang 

cetakan dan 
pengganda 

an yang 

disediakan 

Terlaksana 

nya kegiatan 

perkantoran 
  

100% 1 Paket 100% 15.699.200,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.06 0006 Penyediaan 
Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-
undangan 

Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 
dokumen 

bahan 

bacaan dan 
peraturan 

perundang-

undangan 

yang 
disediakan 

Terlaksana 
nya kegiatan 

perkantoran 

  

100% 1 
Dokumen 

100% 10.000.000,00 DAU Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.06 0009 Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 
SKPD 

Cakupan 

penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

laporan 

penyelengga 

raan rapat 
koordinasi 

dan 

konsultasi 
SKPD 

Terlaksana 

nya kegiatan 

perkantoran 

  

100% 1 

Laporan 

100% 142.800.000,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.08 
 

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.838.410,00 
 

  
 

0,00 

2 09 01 2.08 0001 Penyediaan 
Jasa Surat 

Menyurat 

Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 
laporan 

penyediaan 

jasa surat 
menyurat 

Terlaksana 
nya kegiatan 

administrasi 

perkantoran   

100% 1 
Laporan 

100% 4.000.000,00 DAU Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

  

2.09.01.2.08.0002 Penyediaan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 09 01 2.08 0002 Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

laporan 

penyediaan 
jasa 

komunikasi, 

sumber daya 

air dan 
listrik yang 

disediakan 

Terlaksana 

nya kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

  

100% 1 

Laporan 

100% 105.079.640,00 DAU  Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.08 0003 Penyediaan 

Jasa Peralatan 
dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Cakupan 

penunjang 
urusan 

pemerintah 

daerah 

Kabupaten/
Kota 

Jumlah 

laporan 
penyediaan 

jasa 

peralatan 

dan 
perlengka-

pan kantor 

yang 
disediakan 

Terlaksana 

nya kegiatan 
administrasi 

perkantoran 

  

100% 1 

Laporan 

100% 7.672.500,00 DAU Cakupan 

penunjang 
urusan 

pemerintah 

daerah 

Kabupaten/
Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.08 0004 Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 
laporan 

penyediaan 

jasa 
pelayanan 

umum 

kantor yang 
disediakan 

Terlaksana 
nya kegiatan 

administrasi 

perkantoran 
  

100% 1 
Laporan 

100% 85.086.270,00 DAU Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.09 
 

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.882.800,00      0,00 

 

  

2.09.01.2.09.0002 Penyediaan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 09 01 2.09 0002 Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 
Kendaraan 

Dinas 

Operasional 
atau Lapangan 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

kendaraan 

dinas 
operasional 

atau 

lapangan 

yang 
dipelihara 

dan 

dibayarkan 
pajak dan 

perizinannya 

Terpenuhi 

nya 

kebutuhan 
pemelihara 

an sarana 

dan 

prasarana 
  

100% 25 Unit 100% 103.080.000,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Gedung 
Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/
Kota 

Jumlah 

gedung 

kantor dan 
bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/di
rehabilitasi 

Terpenuhi 

nya 

kebutuhan 
pemelihara 

an sarana 

dan 
prasarana 

  

100% 8 Unit 100% 58.302.800,00 DAU Cakupan 

penunjang 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Kabupaten/
Kota 

100% 0,00 

2 09 01 2.09 0010 Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 
Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 
Lainnya 

Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 
sarana dan 

prasarana 

gedung 
kantor atau 

bangunan 

lainnya yang 
dipelihara/di

rehabilitasi 

Terpenuhi 
nya 

kebutuhan 

pemelihara 
an sarana 

dan 

prasarana 

  

100% 20 Unit 100% 10.500.000,00 DAU Cakupan 
penunjang 

urusan 

pemerintah 
daerah 

Kabupaten/

Kota 

100% 0,00 

2 09 03 
  

PROGRAM : PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 49.785.862,00 
 

  
 

0,00 

2 09 03 2.01 
 

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

49.785.862,00 
 

  
 

0,00 

2 09 03 2.01 0002 Penyediaan 

Pangan 

Berbasis 
Sumber Daya 

Lokal 

Skor pola 

pangan 

harapan 
(PPH) 

Pangan 

berbasis 

sumber daya 
lokal yang 

tersedia 

Jumlah 

ketersediaan 

pangan 
utama 

  

83,5 

Poin 

1 

Laporan 

76,5 

Kg/ 

kap 

26.743.501,00 DAU Skor pola 

pangan 

harapan 
(PPH) 

84,9 

poin 

0,00 

2.09.03.2.01.0016 Penyusunan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 09 03 2.01 0016 Penyusunan 

Neraca Bahan 

Makanan 
(NBM) 

Skor pola 

pangan 

harapan 
(PPH) 

Informasi 

neraca 

bahan 
makanan 

(NBM) 

Jumlah 

ketersediaan 

pangan 
utama 

  83,5 

Poin 

1 

Dokumen 

76,5 

Kg/ 

kap 

23.042.361,00 DAU Skor pola 

pangan 

harapan 
(PPH) 

84,9 

poin 

0,00 

2 09 04 
  

PROGRAM : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 23.307.676,00 
 

  
 

0,00 

2 09 04 2.02 
 

Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan 23.307.676,00 
 

  
 

0,00 

2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan 
Pengadaan, 

Pengelolaan 

dan 
Penyaluran 

Cadangan 

Pangan pada 

Kerawanan 
Pangan yang 

Mencakup 

dalam 1 (satu) 
Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Persentase 
penanganan 

kerawanan 

pangan (%) 

Jumlah 
pengadaan, 

pengelolaan 

dan 
penyaluran 

cadangan 

pangan pada 

kerawanan 
pangan yang 

mencakup 

dalam 1 
(satu) daerah 

kabupaten/ 

kota 

Jumlah 
gampong 

penanganan 

kerawanan 
pangan 

  22,22
% 

1 
Dokumen 

4 
Gampo

ng 

23.307.676,00 DAU Persentase 
penanganan 

kerawanan 

pangan (%) 

22,22
% 

0,00 

2 09 05 
  

PROGRAM : PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 16.906.658,00 
 

  
 

0,00 

2 09 05 2.01 
 

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 16.906.658,00 
 

  
 

0,00 

2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi 

Keamanan 

Pangan Segar 
Asal 

Tumbuhan 

Daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

Persentase 

pengawasan 

keamanan 
pangan (%) 

Jumlah 

rekomendasi 

keamanan 
pangan 

segar asal 

tumbuhan 
daerah 

kabupaten/ 

kota 

Jumlah 

sektor bahan 

pangan yang 
diawasi 

  55,60

% 

1 

Dokumen 

5 Jenis 16.906.658,00 DAU Persentase 

pengawasan 

keamanan 
pangan (%) 

66,70

% 

0,00 

3     URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 359.969.617,00    0,00 

3 27 
   

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 359.969.617,00 
 

    0,00 

3 27 02 
  

PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 103.237.975,00 
 

    0,00 

3 27 02 2.01 
 

Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 12.242.110,00 
 

    0,00 

  

3.27.02.2.01.0002 Pendampingan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 27 02 2.01 0002 Pendampingan 

Penggunaan 

Sarana 
Pendukung 

Pertanian 

Kontribusi 

sektor 

pertanian 
terhadap 

PDRB 

Jumlah 

pendampi- 

ngan 
penggunaan 

sarana 

pendukung 

pertanian 

Jumlah 

sarana 

pendukung 
untuk 

pertanian 

  6,52 % 1 

Laporan 

60 

Unit 

12.242.110,00 DAU Kontribusi 

sektor 

pertanian 
terhadap 

PDRB 

6,61

% 

0,00 

3 27 02 2.02 
 

Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro 
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 

77.732.885,00 
 

  
 

0,00 

3 27 02 2.02 0002 Peningkatan 
Kualitas SDG 

Hewan/ 

Tana man 
Pendampingan 

Penggunaan 

Sarana 
Pendukung 

Pertanian 

Kontribusi 
sektor 

pertanian 

terhadap 
PDRB 

Jumlah 
pelaksanaan 

peningkatan 

kualitas 
SDG hewan/ 

tanaman 

Jumlah 
penangkar 

benih/bibit 

  6,52 % 1 
Dokumen 

2 Bibit 77.732.885,00 DAU Kontribusi 
sektor 

pertanian 

terhadap 
PDRB 

6,61
% 

0,00 

3 27 02 2.05 
 

Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak 

dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 

12.763.780,00 
 

  
 

0,00 

3 27 02 2.05 0008 Penjaminan 

Peredaran 

Benih/Bibit 
Ternak 

Kontribusi 

sektor 

pertanian 
terhadap 

PDRB 

Jumlah 

benih/bibit 

ternak yang 
beredar 

Jumlah 

laporan 

peredaran 
bibit dan 

benih ternak 

  6,52 % 450 

Laporan 

1  

Lapo 

ran 

12.763.780,00 DAU Kontribusi 

sektor 

pertanian 
terhadap 

PDRB 

6,61

% 

0,00 

3 27 02 2.06 
 

Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 

499.200,00 
 

  
 

0,00 

3 27 02 2.06 0004 Pengadaan 

Benih/Bibit 
Ternak yang 

Sumbernya 

dari Daerah 

Kabupaten/ 
Kota Lain 

Kontribusi 

sektor 
pertanian 

terhadap 

PDRB 

Jumlah 

benih/bibit 
ternak yang 

sumbernya 

dari daerah 

kabupaten/ 
kota lain 

Jumlah 

laporan 
benih/bibit 

ternak dan 

hijauan 

pakan ternak 

  6,52 % 50 Dosis 1  

Lapo 
ran 

499.200,00 DAU Kontribusi 

sektor 
pertanian 

terhadap 

PDRB 

6,61

% 

0,00 

3 27 03 
  

PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 26.488.300,00      0,00 

3 27 03 2.02 
 

Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian 26.488.300,00      0,00 

  

3.27.03.2.02.0009 Pembangunan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, 

Rehabilitasi 

dan 
Pemeliharaan 

Prasarana 

Pertanian 

Lainnya 

Persentase 

prasarana 

pertanian 
yang dapat 

beroperasi 

dengan baik 

Jumlah 

prasarana 

pertanian 
lainnya yang 

dibangun, 

direhabilitasi 

dan 
dipelihara 

Jumlah 

prasarana 

pertanian 
yang 

berfungsi 
  

68,75

% 

2 Unit 7 Unit 25.989.100,00 DAU Persentase 

prasarana 

pertanian 
yang dapat 

beroperasi 

dengan baik 

75,00

% 

0,00 

3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, 

Rehabilitasi 

dan 
Pemeliharaan 

Rumah Potong 

Hewan 

Persentase 

prasarana 

pertanian 
yang dapat 

beroperasi 

dengan baik 

Jumlah 

rumah 

potong 
hewan yang 

dibangun, 

direhabilitasi 

dan 
dipelihara 

Jumlah 

prasarana 

pertanian 
yang 

berfungsi 
  

68,75

% 

1 Unit 7 Unit 499.200,00 DAU Persentase 

prasarana 

pertanian 
yang dapat 

beroperasi 

dengan baik 

75,00

% 

0,00 

3 27 04 
  

PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER 

76.239.701,00 
 

  
 

0,00 

3 27 04 2.01 
 

Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah 

Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

75.740.501,00 
 

  
 

0,00 

3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan 

Surveilans 

Penyakit 
Hewan dan 

Zoonosis pada 

Hewan 

Persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 
yang 

dikendali 

kan  

Jumlah 

wilayah 

pengendali 
an dan 

penanggulan

gan penyakit 
hewan dan 

zoonosis 

Pemelihara 

an kesehatan 

dan 
pencegahan 

penyakit 

menular 
ternak 

  

2,68 % 1 

Wilayah 

7.300 

Ekor 

24.199.281,00 DAU Persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 
yang 

dikendalikan 

2,75

% 

0,00 

  

3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 27 04 2.01 0008 Pemberanta- 

san Penyakit 

Hewan 
Menular dan 

Zoonosis 

dalam 1 (satu) 

Daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

Persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 

yang 
dikendali 

kan  

Jumlah 

wilayah yang 

mengalami 
penurunan 

kasus 

penyakit 

hewan 
menular 

lintas daerah 

kabupaten/ 
kota dalam 1 

(satu) daerah 

Pemelihara 

an kesehatan 

dan 
pencegahan 

penyakit 

menular 

ternak 
  

2,68% 1 

Laporan 

7.300 

Ekor 

51.541.220,00 DAU Persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 

yang 
dikendalikan  

2,75

% 

0,00 

3 27 04 2.04 
 

Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 499.200,00  
 

  
 

0,00 

3 27 04 2.04 0004 Pengujian 

Laboratorium 

Kesehatan 
Masyarakat 

Veteriner 

Persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 

yang 
dikendali 

kan  

Jumlah 

pengujian 

laboratorium 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 

Jumlah  

sampel yang 

diuji 

  

2,68% 1 

Dokumen 

75 

sampel 

499.200,00 DAU Persentase 

kesehatan 

hewan dan 
kesehatan 

masyarakat 

veteriner 

yang 
dikendalikan  

2,75

% 

0,00 

3 27 05 
  

PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 63.993.576,00 
 

  
 

0,00 

3 27 05 2.01 
 

Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 63.993.576,00 
 

  
 

0,00 

3 27 05 2.01 0001 Pengendalian 

Organisme 

Pengganggu 

Tumbuhan 
(OPT) 

Tanaman 

Pangan, 
Hortikultura 

dan 

Perkebunan 

Persentase 

penanganan 

bencana 

pertanian  

 Jumlah luas 

serangan 

Organisme 

Pengganggu 
Tumbuhan 

(OPT) 

tanaman 
pangan, 

hortikultura 

dan 
perkebunan 

yang 

dikendalikan 

Jumlah  

laporan 

pengendalian 

dan 
penanggulan

gan 

Organisme 
Pengganggu 

Tanaman 

(OPT) dan 
Dampak 

Perubahan 

Iklim (DPI) 

  

20,00

% 

15 Ha 1  

Lapo 

ran 

20.604.960,00 DAU Persentase 

penanganan 

bencana 

pertanian  

20,00

% 

0,00 

 

3.27.05.2.01.0003 Pencegahan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 27 05 2.01 0003 Pencegahan, 

Penanganan 

Kebakaran 
Lahan dan 

Gangguan 

Usaha 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikultura 

dan 
Perkebunan 

Persentase 

penanganan 

bencana 
pertanian  

Jumlah 

luasan 

pencegahan, 
penanganan 

kebakaran 

lahan dan 

gangguan 
usaha 

tanaman 

pangan, 
hortikultura 

dan 

perkebunan 

Jumlah 

laporan 

pengendalian 
dan 

penanggulan

gan 

Organisme 
Pengganggu 

Tanaman 

(OPT) dan 
Dampak 

Perubahan 

Iklim (DPI) 

  

20,00

% 

5 Ha 1  

Lapo 

ran 

43.388.616,00 DAU Persentase 

penanganan 

bencana 
pertanian  

20,00

% 

0,00 

3 27 07   PROGRAM : PENYULUHAN PERTANIAN 90.010.065,00     0,00 

3 27 07 2.01  Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluh Pertanian 90.010.065,00     0,00 

3 27 07 2.01 0001 Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 
Penyuluhan 

Pertanian di 

Kecamatan 
dan Desa 

Persentase 

penyuluh 

pertanian 
yang dilatih 

Jumlah 

kelembagaan 

penyuluhan 
pertanian di 

kecamatan 

dan desa 
yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

Total 

pelatihan 

  

27,80

% 

3 Unit 6 Kali 37.334.059,00 DAU Persentase 

penyuluh 

pertanian 
yang dilatih 

27,80

% 

0,00 

3 27 07 2.01 0002 Pengembangan 

Kapasitas 
Kelembagaan 

Petani di 

Kecamatan 
dan Desa 

Persentase 

penyuluh 
pertanian 

yang dilatih 

Jumlah 

kelembagaan 
petani di 

kecamatan 

dan desa 
yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

Total 

pelatihan 

  

27,80

% 

25 Unit 6 Kali 35.668.873,00 DAU Persentase 

penyuluh 
pertanian 

yang dilatih 

27,80

% 

0,00 

  

3.27.07.2.01.0003 Penyediaan … 



PARAF KOORDINASI 

Ka. BAPPEDA  

Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 27 07 2.01 0003 Penyediaan 

dan 

Pemanfaatan 
Sarana dan 

Prasarana 

Penyuluhan 

Pertanian 

Jumlah 

sarana dan 

prasarana 
penyuluhan 

pertanian 

Jumlah 

sarana dan 

prasarana 
penyuluhan 

pertanian 

Total 

pelatihan 

  

27,80

% 

2 Unit 6 Kali 17.007.133,00 DAU Persentase 

penyuluh 

pertanian 
yang dilatih 

27,80

% 

0,00 

     TOTAL        8.942.096.241,00    8.271.200.000,00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

BAB V … 



 

 


